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Bagian ini menjelaskan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait tata pamong, tata kelola, dan kerjasama yang mencakup: sistem tata pamong, kepemimpinan, pengelolaan, kode etik, penjaminan mutu, dan kerjasama. Tata pamong merujuk pada struktur organisasi, mekanisme dan proses bagaimana suatu institusi dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya. Tata pamong juga harus mengimplementasikan manajemen risiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi. Pada bagian ini harus dideskripsikan perwujudan tata pamong universitas yang baik (good university governance/GUG), sistem pengelolaan, sistem penjaminan mutu, dan kerjasama dengan mitra.
Latar belakang 
UTU memiliki tata pamong dan tata kelola yang mendasar pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UTU; Permenristekdiktii Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta UTU. Penetapan standar perguruan tinggi terkait tata pamong, tata kelola, dan kerjasama mencakup aspek penting dalam penjaminan mutu dan akuntabilitas perguruan tinggi. Pelaksanaan visi, misi, tujuan dan strategis UTU wajib diwujudkan dengan menyusun sasaran strategis yang ditetapkan oleh Universitas. Sasaran tersebut harus dicapai di setiap fakultas, program studi, biro, lembaga dan UTU di lingkungan UTU. Sasaran tersebut bisa dicapai melalui target yang bisa diukur setiap tahun dalam kurun dan tahapan waktu yang ditetapkan. 
Pelaksanaan sistem tata pamong di UTU telah mencerminkan prinsip good university governance yaitu aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. keberhasilan pelaksanaan tata pamong yang baik tersebut dipengaruhi oleh pemimpin yang telah menjalankan fungsinya yang mencakup kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan publik. 
Dalam hal akuntabilitas publik UTU untuk menjalankan visi dan misi, target kinerja sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) melalui penerapan sistem penjaminan mutu universitas. Sistem penjaminan mutu meliputi kebijakan mutu, perangkat penjaminan mutu (organisasi, pernyataan mutu, manual mutu, standar mutu) dan pelaksanaan penjaminan mutu, serta monitoring dan evaluasi. Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Untuk itu, UTU memiliki SPMI yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPM PMP) dengan membawahi koordinator Pusat Penjaminan Mutu. 
Mekanisme penetapan SPMI dan SOP didiskusikan dalam forum dan rapat pimpinan yang beberapa di antaranya meminta persetujuan senat UTU. Penetapan SPMI UTU mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (yang terdiri dari 24 standar), dan UTU menetapkan 12 standar lainnya sebagai standar tambahan yang melampaui SNPT. Dengan menjalankan prinsip Good University Governance ini, UTU dapat meningkatkan prestasi baik dalam akademik maupun nonakademik serta pengakuan masyarakat maupun pemerintah sesuai dengan kontrak kinerja Rektor UTU dengan Menteri Ristekdikti setiap tahunnya. 
UTU berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Surat Keputusan Rektor Nomor 0751/UN59/DT.03.00/2022 tentang Penetapan Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan SK 0748/UN59/DT.03.00/2022 tentang Penetapan Buku Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal.
Dalam pelaksanaannya PPM dibantu oleh Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF) dan Tim Penjaminan Mutu Jurusan (TPMJ). Selain itu, dalam kurun waktu 2019-2023, 6 jenis pelayanan di UTU sudah mendapatkan sertifikasi manajemen mutu ISO 9001:2015 dari lembaga sertifikasi internasional PT RINA Indonesia. Keenam unit kerja tersebut adalah Biro AKPK, Biro Umum dan Keuangan, LPPM-PMP, UPT Perpustakaan, UPT Laboratorium Terpadu dan Pusat Penjaminan Mutu.
Kemudian sejak tahun 2023 Fakultas Teknik mendapatkan sertifikasi Manajamen Mutu ISO 9001: 2015 dan sertifikasi Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan ISO 21001:2018. Pada tahun 2024 terdapat dua unit layanan yang mendapatkan sertifikasi ISO yaitu Fakultas Pertanian mendapatkan sertifikasi Manajamen Mutu ISO 9001: 2015 dan sertifikasi Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan ISO 21001:2018, dan UPT Laboratorium Terpadu mendapatkan sertifikasi Manajamen Mutu ISO 9001: 2015. Ketiga unit kerja tersebut mendapatkan ISO dari PT. DECRA Indonesia.
Dalam bidang kerja sama, UTU menjalankannya sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi di Indonesia dan Peraturan Rektor UTU Nomor 2 Tahun 2019 tentang kerjasama dan Keputusan Rektor UTU Nomor 46/UN59/KS.03/2023 tentang Pedoman Kerja Sama UTU. Kerja sama dilakukan dengan perguruan tinggi lain dan kalangan Dunia Usaha/Dunia Industri (DUDI) serta dengan pihak lain baik di dalam maupun luar negeri. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridarma perguruan tinggi serta meningkatkan daya saing. 
Kerjasama dilaksanakan UTU tentunya telah mengacu pada dokumen Renstra, Renop, Kode Etik, SPMI, dan Pedoman Kerja sama UTU. Capaian kerja sama yang telah dilaksanakan juga cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dengan bukti kerja sama yang dilakukan di tingkat wilayah/lokal, nasional, internasional berturut-turut sebanyak 61, 51, dan 17.
Tujuan penetapan standar tata pamong tata kelola dan kerjasama adalah untuk memberi arah dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan Tata Pamong Tata Kelola dan Kerjasama di lingkungan UTU
Rasionalisasi penetapan standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama; penyelenggaraan tata pamong difokuskan pada bagaimana kebijakan dan strategi mampu disusun dan dilaksanakan sehingga terwujudnya Pengelolaan Perguruan Tinggi yang baik.Tata Kelola merupakan cara yang dipakai untuk membuat pimpinan mampu mengelola Perguruan Tinggi secara baik sesuai peraturan yang berlaku di UTU. Kerjasama; merupakan relasi yang terjadi antar UTU dengan pihak luar baik tingkat regional, nasional maupun internasional dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas antara kedua lembaga baik UTU maupun Lembaga Mitra dalam bentuk MoU/MoA dan hasil Kerjasama. Selain itu pula untuk menjamin keberlangsungan Universitas yang baik, pimpinan UTU mengimplementasikan manajemen resiko sesuai buku Pedoman Manajemen Resiko yang ditetapkan UTU. Dokumen ini menguraikan secara jelas manajemen resiko untuk seluruh aktivitas yang dilaksanakan UTU mulai dari manajemen resiko Universitas, fakultas, program studi, satuan kerja dan lembaga. Manajemen resiko merupakan bagian dari operasional UTU sehari-hari dan dikendalikan oleh masing-masing unit terkait. Secara umum pada tingkat universitas dikendalikan oleh unit penjaminan mutu, tingkat fakultas manajemen resiko dikendalikan oleh Dekan dan unit lainnya oleh pimpinan unit masing-masing. Khusus manajemen resiko dari aspek keuangan sudah diimplementasikan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) UTU. 
Mekanisme Penetapan Standar terkait Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama merupakan proses yang melibatkan berbagai tahapan, pihak, dan pertimbangan yang kompleks. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa universitas memiliki sistem pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan efektif, serta dapat membangun hubungan yang bermanfaat dengan berbagai stakeholder eksternal. Tata Pamong,Tata Kelola dan Kerjasama di lingkungan UTU, pelajari seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kegiatan yang hendak dibuat standarnya, lakukan evaluasi diri dengan menggunakan SWOT analisis, melakukan Tracer study tentang aspek yang hendak dibuat standarnya kepada alumni dan stakeholders,. rumuskan pernyataan standar, lokakarya hasil rumusan standar Tata Pamong, Tata Kelola, kerjasama dengan para pimpinan dan dosen di lingkungan UTU.
Kebijakan Mutu UTU Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Rektor UTU Nomor: 0555/UN59/DT.02/2022 tentang Penetapan Tim Revisi Standar Mutu dan Kebijakan Mutu, tanggal 7 September 2022. Khusus untuk Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama tim telah berkonsultasi dengan Wakil Rektor bidang Akademik dan Kerjasama serta Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama. Hasil konsultasi telah dirumuskan dalam bentuk standar mutu bidang tata pamong, tata kelola dan kerjasama, lingkup pernyataan standar, strategi pelaksanaan standar dan indikator ketercapaian standar, yang selanjutnya disusun menjadi draft dokumen kebijakan SPMI, Standar Mutu dan manual mutu UTU. Dokumen mutu ini diserahkan ke Rektor dan mendapat pertimbangan dari Senat UTU  kemudian ditetapkan dengan Keputusan Rektor 0748/UN59/DT.03.00/2022 tentang Penetapan Buku Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal.

[bookmark: _Toc183791644]Kebijakan
Berisi deskripsi dokumen formal kebijakan pengembangan sistem tata pamong yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, legalitas organisasi dan tata kerja institusi, sistem pengelolaan, sistem penjaminan mutu, dan kerjasama.
Dokumen formal kebijakan pengembangan Sistem Tata Pamong yang diacu UTU terdiri dari:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah No.4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Kementerian Riset dan Teknologi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi No.754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi
6. Pasal 38 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 71 tahun 2016 tentang Statuta UTU;
7. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UTU.
8. Keputusan Rektor UTU Nomor 61/UN59/OT/2018 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan UTU.
9. Keputusan Rektor UTU Nomor: 0748/UN59/DT.03.00/2022 tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (Standar Mutu) UTU.
10. SK Rektor Nomor 1650/UN59/KP/2023 tentang Perubahan ketujuh atas Keputusan Rektor Nomor 1220/UN59/KP/2022  tentang Penetapan Koordinator Pusat Kelembagaan pada Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan.
11. Surat Keputusan Rektor Nomor 214/UN59/DT.02/2024 tentang penetapan Tim Satuan Penjaminan Mutu Fakultas dan Program Studi lingkup UTU.
12. Peraturan Rektor UTU Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kerja Sama.

[bookmark: _Toc183791645]Standar Perguruan Tinggi dan Strategi Pencapaian Standar
Bagian ini menjelaskan standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait tata pamong (pemenuhan kelengkapan organ perguruan tinggi dan tupoksinya), tata kelola (sistem pengelolaan dan sistem penjaminan mutu) dan kerjasama. Pada bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.
Tata Pamong (Pemenuhan Kelengkapan Organ Perguruan Tinggi dan Tupoksinya) 
UTU memiliki kelengkapan tata pamong, organ dan tupoksinya yang tercantum dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang dan OTK UTU yang kemudian diubah menjadi  Permendikbudristek  Nomor 38 Tahun 2024 tentang OTK UTU, SK Rektor Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pejabat Struktural dan Fungsional di Lingkungan UTU, dan Permenristekdikti Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta UTU. UTU memiliki delapan organ dalam struktur organisasinya 1) Senat, 2) Rektor dan Wakil Rektor, 3) Biro, 4) Fakultas, 5) Lembaga, 6) Unit Pelaksana Teknis, 7) Satuan Pengawas Internal, dan 8) Dewan Penyantun. Pelaksanaan tugas dan wewenang dari setiap unit kerja mengacu kepada struktur organisasi tersebut, beserta uraian tugas pokok dan fungsinya yang telah ditetapkan sesuai OTK dan Statuta
Senat merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan, pelaksanaan kebijakan akademik yang tercantum dalam Statuta UTU pasal 28. Oleh karena fungsinya memberi pertimbangan dan pengawasan, maka ketua senat tidak dijabat oleh eksekutif (Rektor UTU). Ketua senat dijabat oleh Basri, SH., MH. Rektor (Prof. Dr. Ishak Hasan, M.Si) sebagai organ pengelola mempunyai tugas dalam memimpin penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, membina dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, serta berhubungan baik dengan lingkungan. 
Dalam menjalankan tugasnya Rektor UTU dibantu oleh tiga Wakil Rektor, yaitu Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama (Dr. Ir. M. Aman Yaman, M.Agric.Sc), Bidang Umum dan Keuangan (Prof. Dr. Nyak Amir, M.Pd) dan  Bidang Kemahasiswaan dan Alumni (Ibrahim HS, SKM., MNSc.). Sebagai pelaksana administrasi, UTU memiliki dua biro yang tugasnya masing-masing berkoordinasi dengan wakil rektor yang relevan yaitu Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum. Sebagai pelaksana akademik UTU memiliki 6 fakultas yang terdiri dari 28 program studi yaitu 24 program studi Sarjana (S1) dan 4 program studi Magister (S2). 
Sebagai perguruan tinggi berbentuk Satuan Kerja, UTU juga memiliki lembaga yang bernama Satuan Pengawas Internal (SPI). SPI mempunyai tugas membantu pimpinan UTU dalam melakukan pengendalian terhadap program dan kegiatan agar tercapai hasil yang efektif dan efisien. Susunan anggota SPI seperti yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor Nomor 1173/UN59/WS.01/2024 terdiri atas seorang ketua dan 5 orang anggota auditor.
Organ lain yang tercantum dalam Statuta UTU pasal 35 yang menjalankan fungsinya dalam memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik serta membantu pengembangan UTU adalah Dewan penyantun. Berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 0445/UN59/HK.02/2022 tentang Penetapan Pengurus Dewan Penyantun yang pengurusnya terdiri atas 15 orang yang berasal dari: Gubernur Aceh, 1 orang Mantan Rektor UTU, 7 (Tujuh) Orang Bupati dan 1 (Satu) orang Walikota, 3 (Tiga) orang dari unsur tokoh masyarakat, 2 (dua) orang dari unsur Alumni. 
Penetapan standar tata pamong, tata kelola, dan kerja sama bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya yang dialokasikan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan SOP. Mekanisme penetapan standar mengacu pada:
1. Peraturan Rektor UTU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pejabat Struktural dan Fungsional di Lingkungan UTU;
2. Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan, berdasarkan Surat Keputusan Rektor 0748/UN59/DT.03.00/2022 tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (Standar Mutu) UTU;
3. Keputusan Rektor UTU 61/UN59/OT/2018 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan UTU;
4. Standar Layanan Perkantoran Sertifikat ISO 9001:2015 dengan Nomor Registrasi IT-124368 Tentang Sistem Manajemen Mutu Strategi UTU.

Strategi Pencapaian Standar yang telah ditetapkan mengenai tata pamong, sistem manajemen, dan sistem penjaminan mutu di UTU dilaksanakan sesuai dengan standar manajemen penjaminan mutu internal perguruan tinggi, yaitu sebagai berikut:
1. Penetapan Standar: Standar yang ditetapkan adalah standar yang mengatur tata pamong dan tata kelola yang baik, pengelolaan sistem, penjaminan mutu, dan kolaborasi sesuai dengan Standar Mutu SPMI yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor Nomor: 0748/UN59/DT.03.00/2022 tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal UTU.
2. Pelaksanaan Standar: kewajiban implementasi ketentuan ini dilaksanakan melalui pedoman yang telah dibuat, buku panduan, dan SOP yang telah ditetapkan dan berlaku yustisi kepada semua civitas akademika UTU.
3. Evaluasi Standar: proses evaluasi standar dilakukan dengan sistem audit internal dan eksternal ISO 9001:2015, serta monitoring dan evaluasi triwulan dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara standar yang berlaku dan realisasi pelaksanaan pada unit kerja lingkup UTU. 
4. Pengendalian Standar: Pengendalian terhadap standar yang telah ditetapkan dibahas dalam rapat rutin bulanan dan semesteran, sedangkan untuk tinjauan manajemen yang dilakukan tahunan direview pada saat kegiatan rapat kerja tahunan UTU.
5. Peningkatan standar: peningkatan standar dilakukan terus menerus berdasarkan hasil tinjauan manajemen tahunan, perbaikan atas temuan dan kekurangan diperbaiki pada tahun berikutnya sehingga Continuous improvement atau Kaizen membudaya pada setiap siklusnya.
Tata Kelola (Sistem Pengelolaan dan Sistem Penjaminan Mutu)
Prinsip manajemen UTU bersifat partisipatif, pengambilan keputusan dilakukan bersama melalui mekanisme rapat pimpinan lengkap, rapat pimpinan terbatas, dan rapat kerja. Praktek manajemen yang digunakan di setiap unit kerja yang bersifat lintas unit dan terkait dengan pihak eksternal mendapat pengesahan dari Rektor melalui Wakil Rektor sesuai dengan lingkup kerjanya masing-masing. Agar terjaminnya proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit kerja, disediakan dokumen-dokumen analisis jabatan, deskripsi tugas yang jelas, yang didukung dengan program peningkatan kompetensi manajerial. 
Untuk mempertanggungjawabkan hasil kinerja dilakukan secara berkala kepada semua stakeholders setiap tahunnya. Pengukuran kinerja setiap unit dilakukan dengan menerapkan sistem audit internal oleh Pusat Penjaminan Mutu LPPM PMP yang dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian, yang hasil pengukurannya digunakan serta didiseminasikan dengan baik setiap tahun. Selain itu, diterapkan juga sistem audit eksternal yang efektif dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian guna mengukur kinerja perguruan tinggi, fakultas dan program studi. 
Sistem pengelolaan UTU dijalankan oleh pimpinan sesuai karakteristik kepemimpinan operasional, di mana rektor melaksanakan program yang mengacu pada VMTS yang ditetapkan dalam RENSTRA serta melakukan evaluasi secara berkala. Kepemimpinan organisasi, dilakukan melalui pengambilan keputusan dalam melaksanakan kebijakan organisasi. Misalnya, Rektor menetapkan dan menugaskan personil yang tepat untuk setiap unit, lembaga sesuai kemampuannya untuk melaksanakan program kerja. Kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan pimpinan dalam menjalinkerja sama dan menjadi rujukan perguruan tinggi sebagai rujukan publik. 
Tabel 15. Keanggotaan dosen dalam organisasi eksternal 
	No
	Nama
	Nama Organisasi
	Jabatan
	Jabatan Dalam Organisasi
	Peringkat

	1
	Alisman, SE., M.Si
	STIMI
	Ketua
	Nasional
	2022 - Sekarang

	2
	Adam Sani, SH., MH
	Komisi Independen Pemilihan
	Anggota
	Kabupaten Nagan Raya
	2023 - Sekarang

	3
	Saiful Asra, M.Soc.Sc
	Komisi Independen Pemilihan
	Anggota
	Kabupaten Aceh Barat
	2013 - 2018 dan  2018-2022

	4
	Chici Darmayanti, SE., M.Si
	Komisi Independen Pemilihan
	Ketua
	Kabupaten Aceh Barat
	2022 - 2027

	5
	Mahrizal, SE., M.Si
	Majelis Pendidikan Daerah
	Ketua
	Kabupaten Aceh Barat
	2023-2028



Selain itu beberapa dosen menjadi Pengurus Asosiasi Bidang Ilmu seperti AIPTKMI, AIPGI, IAKMI dan PERSAG, dan beberapa dosen menjadi pejabat publik.  Sistem penjaminan mutu pada tata pamong tingkat universitas dilakukan dengan audit mutu internal melalui SPMI yang dikoordinir oleh Pusat Penjaminan Mutu (P2M). Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan dan Hasil AMI telah dilaporkan kepada masing-masing pimpinan fakultas dan program studi dalam rapat penjaminan mutu.  
Sistem penjaminan mutu tata kelola pada seluruh unit kerja dijalankan mengikuti siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) yang dibuktikan dengan adanya laporan monev dan audit setiap tahun. Monitoring dan evaluasi sasaran mutu bidang pendidikan, penelitian, PKM, sarana prasarana, keuangan, manajemen/tata kelola, sumber daya manusia, dan sistem informasi berada di bawah tanggung jawab pimpinan universitas, dekan fakultas dan ketua program studi, yang pelaksanaannya dilakukan oleh P2M (Universitas), SPMF (Fakultas), dan Gugus Kendali Mutu (Program Studi) untuk bidang akademik, serta SPI (Satuan Pengawas Internal) untuk bidang nonakademik. 
Hasil monitoring dan evaluasi serta audit didokumentasikan, disosialisasikan, serta ditindaklanjuti berdasarkan temuan yang diperoleh saat evaluasi pelaksanaan. Jika temuan (findings) menunjukkan bahwa pelaksanaan telah sesuai dengan apa yang telah diukur, maka langkah pengendaliannya berupa upaya agar pencapaian tersebut tetap dapat dipertahankan. Sebaliknya, jika temuan (findings) menunjukkan kebalikannya, maka harus dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan agar ukuran yang ditetapkan dapat terpenuhi. 
Kerja Sama
Pimpinan UTU menjalin kerja sama dalam bidang tridharma dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan kualitas proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun. Ada bukti Memorandum of Understanding (MoU) ditanda-tangani oleh Rektor UTU  dan rektor perguruan tinggi/ dunia usaha/ pihak lain mitra kerja sama serta Surat Perintah Kerja (SPK) sebagai realisasi MoU. 
Sumber Daya yang Dialokasikan
UTU mengalokasikan sumber daya yang ada dalam rangka mencapai standar tata pamong, tata kelola dan kerjasama. Subjek/pihak yang terlibat dalam perumusan, penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja Sama adalah Rektor, Wakil Rektor, Tim Task Force, Senat, Dekan, Pimpinan Lembaga, Prodi, Dosen, dan Tenaga Kependidikan. selain itu sumber daya keuangan yang berguna untuk menunjang kegiatan pengelolaan dan penerapan standar pamong, tata kelola dan kerjasama yang telah ditetapkan
Mekanisme Kontrol Ketercapaiannya
Mekanisme kontrol pencapaian tata pamong, tata kelola dan kerja sama dapat diukur dan untuk memenuhi standar minimal SNPT serta akreditasi BAN PT. Penyusunan Rencana Kegiatan disesuaikan dengan pemenuhan target sasaran mutu Universitas, Biro, Lembaga, UPT, Fakultas, Program Studi. Sistem ketatapamongan meliputi kelembagaan, instrumen,  perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik untuk dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan telah dilaksanakan dengan baik untuk tercapainya sasaran strategis yang ditetapkan. Seperti dalam proses pemilihan pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi, Biro, Lembaga, UPT dipastikan melalui tahapan “uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test)” yang memenuhi standar karakteristik “kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan publik”. 
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UTU seperti dekan, kepala lembaga, dan kepala biro menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya dalam bentuk laporan kinerja sesuai dengan kontrak kinerjanya dengan Rektor dan Rektor membuat laporan kinerja kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sesuai dengan kontraknya (bukti ada laporan kinerja dan LAKIP tahun 2021, 2022 dan 2023).

